PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS PADANG PANJANG
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG
NOMOR: 06/PENJ/PKS/KP-PP/02/2018

NOMOR:

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu delapan belas
(21/02/2018) bertempat di Kantor Pos Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:
1. AMRIZUBIR
2.

Prof,Dr,H .NOVESAR JAMARUN,MS

Jabatan Kepala Kantor Pos Padang Panjang Jalan
Soekarno Hatta No 01 Padang Panjang, mewakili
Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia
(Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di
Bandung vyang didirikan dengan Akta Notaris
Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 juni 1995
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta
Notaris nomor 101 tanggal 31 Mei 2017 yang di
buat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari,
SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padang
Panjang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan
Bahder lJohan,Padang Panjang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Institut Seni

Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”
dan sendiri-sendiri disebut”PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk
turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di
bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di
bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar
wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas;
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b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
Pengembangan Pendidikan Seni Dan Budaya

c.  Bahwa Perjanjian Berdasarkan Surat penawaran Kantor Pos Padang Panjang 27100
yang merupakan unit layanan teknis PIHAK PERTAMA.

d. Bahwa untuk menangani pengiriman Dokumen dan Barang yang dikirim PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan pelayanan jasa PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu
kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling
menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing
dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL1
PENGERTIAN UMUM

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang
ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses
penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.

2. Pos Kilat khusus adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu

tempuh paling lambat H + 4 , untuk tujuan Kota / Kabupaten dan H + 9 untuk tujuan
Kecamatan.

3. Pos Express adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh
maksimum H + 1 dalam jaringan nasional terbatas.

4. Resi adalah bukti pengeposan/pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket
kantorpos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.

5. Kantor Regional Il Padang adalah Perwakilan PT Pos Indonesia yang berkedudukan di
tingkat wilayah yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan membawahi
beberapa kantorpos di Sumbar Riau dan Kepri selanjutnya disebut Kantor Regional Il.

6. Kantorpos adalah Unit Pelayanan Teknis PT. Pos Inddnesia (Persero) vyang
berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan membawahi beberapa kantorpos
cabang.

7. Kantorpos Cabang adalah unit organisasi yang berada dibawah organisasi Kantorpos
untuk selanjutnya disebut Kantor Cabang.

8. Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran bea jasa layanan
pos yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi penanganan kiriman dokumen dan barang milik

PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.

Memberikan layanan purna jual .

Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang
beriaku pada PIHAK KEDUA

Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman .
Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam kerja.
Mengajukan denda kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 7.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA .

a.
b.

Menyerahkan kiriman yang sebagaimana disebut pasal 5.
Pembayaran biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal 6 pasal 7 dan pasal
9.

3. Hak PIHAK PERTAMA .

a.

b.

Menerima Pembayaran Biaya kiriman sesuai ketentuan Pasal 6 pasal 7 dan Pasal
9.

PIHAK PERTAMA berhak menolak/mengembalikan kiriman dokumen atau
barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 5.

PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran Pada PIHAK KEDUA apabila lalai
memenuhi kewajiban terhadap pasal 7 dan 9.

PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya pembayaran'denda dari PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 5.

4. Hak PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak mendapat pelayanan yang baik terhadap kiriman
setelah memenuhi aturan PIHAK PERTAMA .

PIHAK KEDUA berhak mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan
kiriman dokumen atau barang.

PIHAK KEDUA berhak menerima seluruh dokumen penagihan dari PIHAK
PERTAMA sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Perjanjian.
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PASAL 4
TARIF KIRIMAN

Tarif yang digunakan pada saat pengiriman dokumen dan barang adalah tarif Publish
dengan layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

PASAL 5
TATACARA PENYETORAN / SETTLEMENT DATA / REKONSILIASI

1. Sesuai tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melunasi
tagihan tersebut dengan cara mentransfer ke rekening giro PIHAK PERTAMA di Bank
Rakyat Indonesia a.n PT POS INDONESIA dengan nomor rekening
0231.01.000883.306 c.q Kantor Pos Padang Panjang .

2. PARA PIHAK dapat melakukan rekonsiliasi terhadap penagihan dan pelunasan piutang
apabila salah satu pihak memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi tersebut.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
21 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2020.

2. Jangka waktu pada perjanian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PASAL7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh
kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju
untuk memenuhi penyelesaian secara hukum dan kedua belah PIHAK sepakat

memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Negeri
Padang Panjang.
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Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama , telah diberikan dan diterima oleh
Kedua belah PIHAK pada saat selesai ditandatangani .

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
P__T !'QS INDONESIA (PERSERO) INSTITUT SENI INDONESIA
Al & ‘ PADANG PANJANG
eid mnoé : "% AMRIZUBIR Prof,Dr,H. NOVESAR JAMARUN, MS
PADANG PANJANG Kepala Kantor Pos Padangpanjang REKTOR
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